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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat berkesempatan untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) dan dapat menyusun laporan ini hingga diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun 

sebagai bentuk pertanggungjawaban dan syarat kelulusan mata kuliah “Praktik Kerja 

Lapangan” serta kegiatan magang yang telah terlaksanakan di Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) mulai dari tanggal 30 September hingga 29 November 2024. 

Kegiatan PKL ini merupakan bagian dari kurikulum pada Program Studi Ekonomi 

Pembangunan di Universitas Trilogi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis 

dan pemahaman lebih mendalam mengenai dunia kerja, khususnya dalam bidang pengawasan 

persaingan usaha. Selama menjalani program ini, penulis mendapatkan kesempatan untuk 

mempelajari secara langsung bagaimana KPPU menjalankan tugas dan fungsinya dalam 

menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. 

Penulis juga ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada bagian 

Direktorat Ekonomi terutama Satuan Tugas (satgas) 1, yang telah memberikan kesempatan dan 

dukungan bagi penulis untuk menjalani masa magang. Laporan ini mencakup deskripsi singkat 

mengenai kegiatan magang, hasil-hasil yang telah penulis capai, hambatan yang dihadapi, serta 

saran sebagai bentuk kontribusi positif. 

Selama kurun waktu magang yang berlangsung, penulis dapat mengamati, memahami, dan 

mengaplikasikan berbagai pengetahuan yang telah di peroleh selama perkuliahan. Penulis juga 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, 

dan masukan selama pelaksanaan magang. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih 

kepada: 

1. Bapak Dr. Ir. Mangasi Panjaitan, S.E., M.E. selaku Kepala Program Studi Ekonomi 

Pembangunan; 

2. Bapak Lestari Agusalim, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing akademik dan dosen 

pembimbing magang yang telah membantu memberikan arahan dan masukan serta 

bimbingan selama berlangsungnya kegiatan Praktik kerja Lapang; 

3. Bapak Mulyawan Ranamanggala, S.E., M.B.A. selaku Direktur Direktorat Ekonomi 

di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); 

4. Ibu Fridayanti Dwi Mumpuni, S.E sebagai pembimbing saat Praktik Kerja Lapangan; 

5. Ibu Dea, Ibu Windy, Bapak Rieqco sebagai bagian dari satuan tugas (satgas) 1, 

Direktorat Ekonomi; 

6. Seluruh pegawai Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi, Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) di Lantai 4; 

7. Muhammad Rizky dan Zulfa Hafizhoh yang menjadi teman seperjuangan dalam 

menjalani Praktik Kerja Lapang di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); 

8. Orang tua, keluarga, dan saudara yang telah memberikan segala dukungan dan doa 

kepada penulis selama menjalani kegiatan Praktik Kerja Lapang berlangsung. 

Dan masih banyak lagi pihak yang telah membantu penulis dalam membagikan informasi dan 

pengetahuannya yang tidak dapat disebutkan satu per satu.  



iii 
 

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, 

kritik dan saran membangun dari berbagai pihak akan sangat penulis hargai untuk perbaikan di 

masa mendatang. Semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat dan menjadi 

tambahan wawasan bagi pembaca.  

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan 

baik bagi pembaca, pihak lembaga/instansi, dan khususnya penulis sendiri.  Terima Kasih. 

 

Jakarta, 3 November 2024    

 

Dentiva Aulia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan/Magang merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang 

diwajibkan bagi mahasiswa untuk melengkapi pendidikan formal yang ditempuh perguruan 

tinggi. Dalam arti lain merupakan bentuk pendidikan keterampilan yang dilakukan secara 

sistematis dan terintegrasi dengan menggabungkan program penguasaan kompetensi yang 

diperoleh melalui pengalaman di lingkungan yang profesional. Dalam program ini, mahasiswa 

ditempatkan di sebuah institusi untuk jangka waktu tertentu agar mereka lebih memahami 

peran dan posisinya dalam dunia industri sebagai tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan 

masyarakat secara langsung.  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) mencerminkan kerja sama antara universitas dan dunia 

kerja atau dengan masyarakat. Selama berada di dunia kerja, seluruh proses pembelajaran dan 

pelatihan dijalani mahasiswa akan dinilai oleh pihak institusi tempat magang. Program magang 

ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa agar mampu 

mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya.  

Setelah menunjang ilmu yang didapatkan pada mahasiswa program studi Ekonomi 

Pembangunan, pemahaman mengenai kebijakan persaingan usaha dan dampaknya terhadap 

pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting. Persaingan usaha yang sehat menjadi salah satu 

fondasi penting untuk mewujudkan efisiensi tersebut. Sebagai regulator yang bertugas 

mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) berperan dalam memastikan tidak adanya praktik monopoli, kartel, dan 

penyalahgunaan posisi dominan di pasar. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam pengawasan dan 

pengendalian praktik usaha yang tidak sehat. Dalam hal ini, mahasiswa akan mempelajari 

berbagai kasus yang terkait dengan pelanggaran persaingan usaha seperti monopoli, kartel, dan 

praktik usaha tidak sehat lainnya. Ruang lingkup pekerjaan mahasiswa di KPPU mencakup 
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pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan yang berkaitan dengan kebijakan 

ekonomi dan hukum persaingan. 

1.2   Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun Tujuan yang dicapai dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan/Magang, yaitu: 

a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempersiapkan diri untuk terjun 

menghadapi dunia kerja; 

b. Menambah wawasan mahasiswa terkait dengan lembaga/instansi yang menjadi lokasi 

magang; 

c. Mengembangkan dan mengasah skill agar dapat menjadi tenaga kerja profesional; 

d. Sebagai persyaratan kelulusan mata kuliah ”Praktik Kerja Lapangan/Magang”. 

 

1.3   Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan magang yang dilakukan: 

1. Bagi Mahasiswa  

Praktik kerja lapangan/Magang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk 

menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam praktik nyata. 

Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat: 

a. Mendapatkan pengalaman kerja langsung di lingkungan yang mendukung 

pengembangan karakter profesional dan etika kerja; 

b. Mahasiswa mendapat pelajaran baru yang tidak didapat dari lingkungan kampus, 

yaitu mengenai pekerjaan yang dilakukan di unit kerja tempat magang;  

c. Mengembangkan keterampilan profesional, seperti analisis data ekonomi, 

berkomunikasi, dan pemecahan masalah dalam konteks regulasi ekonomi; 

d. Meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara persaingan usaha yang sehat 

dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan studi Ekonomi 

Pembangunan; 

e. Mahasiswa dapat menyelesaikan mata kuliah ” Praktik kerja lapangan/Magang”. 

 

2. Bagi Universitas Trilogi 

Pelaksanaan PKL juga memberikan manfaat bagi Universitas Trilogi, antara lain: 

a. Memperkuat hubungan antara institusi pendidikan dan lembaga pemerintah seperti 

KPPU, yang dapat membuka peluang kerjasama yang baik antara Universitas 

Trilogi dengan instansi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk 

magang; 
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b. Meningkatkan kualitas lulusan Universitas Trilogi melalui pengalaman magang di 

KPPU; 

3. Bagi Tempat Magang (KPPU) 

Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan di KPPU juga membawa manfaat bagi 

lembaga, seperti: 

a. Mendapat tenaga kerja tambahan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas 

administratif atau teknis; 

b. Perusahaan dapat melihat dan menilai tenaga kerja yang potensial di kalangan 

mahasiswa sehingga apabila sewaktu-waktu perusahaan membutuhkan karyawan, 

maka dapat merekrut mahasiswa tersebut; 

c. Membantu meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya mahasiswa, tentang 

pentingnya persaingan usaha yang sehat, sehingga memperluas dampak edukasi 

yang dilakukan oleh KPPU. 
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BAB II 

PROFIL LEMBAGA/INSTANSI 

 

2.1   Deskripsi Lembaga/Instansi 

   2.1.1   Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

Berdasarkan pasal 30-37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, negara 

mengamanatkan pembentukan sebuah komisi independen, yaitu Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (disingkat KPPU), yang didirikan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 75 Tahun 

1999. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang 

berperan penting dalam menciptakan dan menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. 

Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini lahir dari kebutuhan untuk mencegah 

praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya, seperti monopoli, 

kartel, dan penyalahgunaan posisi dominan.  

Pembentukan KPPU didorong oleh pentingnya mencegah praktik anti-kompetisi seperti 

monopoli, kartel, atau penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan masyarakat dan 

pelaku usaha lainnya. Persaingan usaha yang sehat mendorong efisiensi, inovasi, serta 

memberikan peluang yang adil bagi seluruh pelaku usaha. Dalam implementasinya, KPPU 

melaksanakan tugas seperti penegakan hukum, advokasi kebijakan ekonomi, serta pengawasan 

kemitraan yang melibatkan sektor publik dan swasta. Dalam era globalisasi, di mana pasar 

menjadi semakin dinamis, peran KPPU menjadi semakin strategis untuk mencegah 

penyalahgunaan kekuatan pasar yang dapat merugikan masyarakat.  

 

     2.1.1.1   Sejarah Lembaga/Instansi 

Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mengatur konflik yang ada antara 

perlaku usaha, dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain atas tindakan 

yang dilakukan. Dalam esensinya, hukum persaingan usaha merupakan ranah sengketa 

perdata. Namun, pelanggaran terhadap hukum ini juga mengandung unsur pidana dan 

administrasi karena dampaknya tidak hanya merugikan pelaku usaha tetapi juga 

masyarakat perekonomian negara. 

Pasca krisis ekonomi 1997/1998, Indonesia menghadapi tantangan untuk 

membangun kembali kepercayaan terhadap pasar yang adil. KPPU memainkan peran 

strategis dalam mengawasi praktik usaha yang dianggap merugikan persaingan, seperti 

kolusi, kartel, dan penetapan harga. Dalam perjalanan operasionalnya, KPPU juga 

menjadi bagian dari reformasi struktural di sektor ekonomi, terutama dalam 

meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar.  

KPPU tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga advokasi 

kebijakan publik untuk memastikan kebijakan pemerintah mendukung persaingan 

usaha. Lembaga ini juga aktif mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif praktik 

monopoli terhadap perekonomian. Sejak didirikan, KPPU telah menangani berbagai 
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kasus penting di sektor-sektor strategis seperti industri telekomunikasi, aviasi, pangan, 

dan energi. Lembaga ini juga terus meningkatkan kapasitasnya melalui kerja sama 

dengan lembaga internasional dan penyusunan pedoman untuk pelaku usaha.  

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didirikan sebagai lembaga yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki wewenang 

yang luas, mencakup aspek eksekutif, yudikatif, legislatif, dan konsultatif. Namun, 

kewenangan ini sering terlihat tumpang tindih karena KPPU berperan juga sebagai 

investigator, penyidik, penuntut, pengambil keputusan, sekaligus memberi fungsi 

konsultasi. Sebagai lembaga independen, KPPU menjalankan tugasnya tanpa 

dipengaruhi oleh pihak manapun termasuk pemerintah atau pihak lain, dan bertanggung 

jawab langsung kepada presiden RI  

     2.1.1.2   Tugas dan Wewenang KPPU  

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa tugas dan wewenang 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah sebagai berikut: 

Tugas: 

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam 

Pasal 4 sampai dengan Pasal 16; 

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang 

dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak 

sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24; 

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi 

dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan 

Pasal 28; 

4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam 

Pasal 36; 

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang 

berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini; 

7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

Wewenang: 

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan 

terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan 

pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau 

persaingan usaha tidak sehat; 
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3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat 

atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil 

penelitiannya; 

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak 

adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan undang-undang ini; 

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap 

mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau 

setiap orang sebagaimana dimaksud nomor 5 dan nomor 6, yang tidak bersedia 

memenuhi panggilan Komisi; 

8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan 

dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-

undang ini; 

9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna 

penyelidikan dan atau pemeriksaan; 

10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha 

lain atau masyarakat; 

11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan 

praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan undang-undang ini. 

 

     2.1.1.3   Visi, Misi, dan Tujuan KPPU 

Sebagaimana Renstra KPPU 2020-2024, Visi KPPU sejalan dengan Visi 

Presiden dan Wakil Presiden 2020–2024 yakni “Indonesia Maju yang berdaulat, 

mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”.  

Visi ini sejalan dengan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi 

makro, program-program Kementerian dan Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, 

dan lintas wilayah serta kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, dan kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif serta masih sejalan dengan tema pembangunan 

RPJMN 2020-2024 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan 

infrastruktur. 

Dalam pencapaian Visi tersebut, maka KPPU turut mengacu kepada Sembilan 

Misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia; 
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2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya;dan 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 

Misi tersebut sejalan dengan program pembangunan dalam Peraturan Presiden 

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2020-2024. Dalam hal ini, KPPU dalam RPJMN 2020-2024 memberikan 

kontribusi pada pencapaian Sembilan Misi Presiden dan Wakil Presiden. 

Tujuan KPPU 

Rumusan tujuan untuk mendukung upaya visi, misi dalam Rencana Strategis KPPU 

2020-2024 yaitu: “Meningkatkan persaingan usaha dan kemitraan sehat untuk 

mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan dan berkesinambungan 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”   

Tujuan tersebut selaras dengan tugas pokok dan fungsi KPPU dalam struktur organisasi 

yang diatur Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 (Perkom No. 1/2019), adalah: (i) 

Meningkatkan kepastian penegakan hukum persaingan usaha untuk menjamin iklim 

investasi yang sehat dengan advokasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, 

penegakan hukum persaingan usaha dan pengawasan pelaksanaan kemitraan yang 

sehat; dan (ii) Meningkatkan kualitas layanan manajemen baik internal maupun 

eksternal. 

 

  2.1.2   Direktorat Ekonomi 

     2.1.2.1   Sejarah Direktorat Ekonomi 

Direktorat Ekonomi merupakan salah satu unit kerja di KPPU yang memiliki 

tugas utama untuk mendukung analisis ekonomi dalam penegakan hukum dan advokasi 

persaingan usaha. Unit ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan kajian mendalam 

terkait dampak ekonomi dari kasus-kasus persaingan, seperti kartel dan monopoli, 

terhadap pasar dan konsumen.Saat ini, peran Direktorat Ekonomi semakin berkembang 

menjadi elemen penting dalam penyelesaian kasus persaingan usaha, khususnya yang 

memerlukan kajian ekonomi kompleks. Misalnya, dalam kasus kartel, direktorat ini 

melakukan simulasi harga dan analisis struktur pasar untuk mengukur dampaknya 

terhadap konsumen. Dengan pendekatan berbasis bukti, Direktorat Ekonomi membantu 

memastikan proses investigasi KPPU lebih komprehensif dan akurat. 
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     2.1.2.2   Tugas dan Fungsi Direktorat Ekonomi 

Direktorat Ekonomi di KPPU memiliki tugas dan fungsi utama untuk 

mendukung implementasi pengawasan persaingan usaha dari perspektif analisis 

ekonomi. Berikut adalah tugas dan fungsi utama Direktorat Ekonomi: 

Tugas Direktorat Ekonomi 

Pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Direktorat Ekonomi 

mempunyai tugas melaksanakan kajian ekonomi, kajian industri, pemantauan pelaku 

usaha, analisis ekonomi yang dilakukan untuk mendukung pembuktian dugaan praktik 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 

Fungsi Direktorat Ekonomi 

Pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Direktorat Ekonomi menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Pemetaan proses bisnis dari industri tertentu dari hulu ke hilir; 

b. Mengidentifikasi pelaku usaha dan pangsa pasarnya dalam setiap proses 

bisnis yang ada di industri dan pasar tertentu; 

c. Mengidentifikasi potensi perilaku praktik monopoli dan/atau persaingan 

usaha tidak sehat dalam setiap proses bisnis yang ada di industri dan pasar 

tertentu; 

d. Menyampaikan potensi kebijakan yang menjadi sumber praktik monopoli 

dan/atau persaingan usaha tidak sehat kepada Direktorat Kebijakan 

Persaingan; 

e. Pemantauan terhadap pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang 

menguasai pangsa pasar tertentu, yang berpotensi melakukan praktik 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; 

f. Melakukan penelitian inisiatif tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan 

atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik 

monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; 

g. Analisis ekonomi yang dilakukan untuk mendukung pembuktian dugaan 

praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; dan 

h. Pengelolaan dan pengembangan indeks persaingan, basis data ekonomi, 

industri, dan perdagangan. 
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2.2   Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 

Sumber: https://kppu.go.id 

Pada struktur organisasi diatas, Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi meliputi: 

1. Direktorat Ekonomi; 

2. Direktorat Kebijakan Persaingan; 

3. Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan; 

Keempat direktorat ini berperan dalam menyusun kajian, analisis dan advokasi terkait 

penguatan pengawasan persaingan usaha yang sehat. Selama pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan/magang di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penulis ditempatkan di 

Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi, khususnya di Direktorat Ekonomi, Satuan Tugas 1. 

Dalam penyelenggaraan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67, Direktorat 

ekonomi membentuk Satuan Tugas. Penempatan ini memberikan kesempatan untuk 

mendalami berbagai aspek analisi ekonomi yang relevan dengan fungsi dan tugas KPPU dalam 

pengawasan persaingan usaha. 

Gambar 2. Kondisi Ruang Kerja Kedeputian Bidang Kajian dan Advokasi. 

https://kppu.go.id/
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BAB III 

PELAKSANAAN MAGANG 

 

3.1   Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Nama Instansi  :     Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

Alamat :    Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT 007/ RW 002, Kb. Kelapa, Kecamatan       

     Gambir, Kota, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120. 

No. Telepon  :     (021) 350743 

Email   :     infokom@kppu.go.id 

Website  :     https://kppu.go.id/ 

Unit Kerja  :     Direktorat Ekonomi, Satuan Tugas (Satgas) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Denah Lokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

Sumber: Google my maps 

3.2   Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Pelaksanaan praktik kerja lapangan berlangsung 30 September – 29 November 2024. Waktu 

pelaksanaannya hari Senin sampai Kamis pukul 08.00 sampai 16.00 WIB, Jumat pukul 08.00 

sampai 16.30 WIB. 

 

3.3 Metode Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Serangkaian pelaksanaan magang dilakukan dengan cara Work From Office (WFO) yang 

dimana pelaksanaan magang berada di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

Direktorat Ekonomi Lantai 4. Dengan melaksanakan kegiatan melalui perangkat elektronik 

(laptop) dalam setiap pertemuan langsung dengan para karyawan lain setiap harinya. 

mailto:infokom@kppu.go.id
https://kppu.go.id/
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan/magang yang dilaksanakan 

selama delapan pekan, kurang lebih 2 bulan yang berlangsung pada periode Oktober sampai 

dengan November 2024. Pelaksanaan kegiatan magang dilaksanakan di Direktorat Ekonomi 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan unit kerja tim satuan tugas 1. Jadwal magang 

disesuaikan dengan jadwal perkuliahan dari kampus. Pada hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat 

kegiatan magang berlangsung di kantor dengan durasi delapan jam per hari. Sementara pada 

hari Rabu, magang tidak dilaksanakan karena harus menghadiri kelas dari kampus.  

Selama magang, tugas-tugas yang dilakukan meliputi pembaruan, pencarian, serta 

penataan data yang diberikan oleh Direktorat Ekonomi. Kegiatan ini memberikan banyak 

wawasan baru sekaligus menjadi kesempatan untuk meningkatkan soft skill dan hard skill, yang 

nantinya dapat diaplikasikan di lingkungan akademik. 

4.1   Kegiatan Yang Dilakukan 

Mencari data-data  

Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU), penulis diberi tanggung jawab untuk mengumpulkan dan 

menganalisis data harga dari beberapa komoditas, termasuk jagung, tepung terigu, 

gandum (impor dan produksi dalam negeri), minyak goreng, telur ayam, daging ayam, 

beras, serta gula pangan dan gula pakan (impor dan produksi dalam negeri). Data ini 

dihimpun secara sistematis berdasarkan periode harian, bulanan, hingga tahunan sesuai 

dengan rentang waktu yang ditentukan oleh pembimbing magang. Penugasan ini 

diberikan untuk memantau tren harga guna mengidentifikasi fluktuasi yang terjadi dari 

waktu ke waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga dapat 

memberikan gambaran mengenai stabilitas harga dari komoditas-komoditas tersebut. 

Selain itu, data ini juga digunakan untuk menganalisis potensi persaingan tidak sehat, 

seperti indikasi praktek kartel harga atau monopoli yang dapat menimbulkan kerugian 

pada konsumen dan pasar. Data yang dikumpulkan juga menjadi dasar penyusunan 

kajian ekonomi, terutama dalam menilai efisiensi pasar, dampak kebijakan pemerintah, 

serta pengaruh dinamika pasokan dan permintaan terhadap harga komoditas. Terlebih 

lagi data produksi dan impor, khususnya untuk komoditas seperti gandum dan gula, 

untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan 

stabilitas harga di pasar domestik. 

Dalam melaksanakan tugas pengumpulan dan analisis data harga komoditas, penulis 

menggunakan berbagai sumber data yang akurat dan memastikan kelengkapan 

informasi. Data diperoleh dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), Badan Pusat Statistik 

(BPS), Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Pusat Informasi 

Harga Pangan Strategis (PIHPS), Indexmundi, dan TradeMap. Data yang terkumpul 

mencakup informasi harga berdasarkan lokasi, waktu dan jenis komoditas. Informasi 

ini disusun secara sistematis dalam bentuk tabel pada spreadsheet, yang memuat rincian 

seperti lokasi pasar, periode waktu, serta harga komoditas. 
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Selain mencari data harga komoditas, penulis diberikan penugasan untuk 

mengumpulkan data terkait nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman 

Modal Dalam Negeri (PMDN) per provinsi untuk periode tahun 2022 hingga 2024. 

Data tersebut diperoleh dari sumber resmi, yaitu Kementerian Investasi/Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Data yang dihimpun disusun secara sistematis 

dalam bentuk tabel, yang mencakup nilai investasi per provinsi, tren perubahan dari 

tahun 2022, 2023, 2024 serta perbandingan investasi asing dan domestik.  

Membuat paper untuk menganalisis terkait data impor, produksi, dan konsumsi 

gula indonesia 

Setelah mengumpulkan data harga dan informasi terkait gula produksi dalam 

negeri maupun gula impor, penulis juga mendapat penugasan untuk menyusun sebuah 

paper analisis atas arahan Bapak Direktur Direktorat Ekonomi di KPPU. Paper tersebut 

dibuat untuk menganalisis data impor, produksi dan konsumsi gula di Indonesia. Dalam 

proses penyusunan, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan beberapa 

metode yang relevan. Analisis ini juga mencakup dampak dari kebijakan impor 

terhadap industri gula lokal serta ketidakseimbangan pasar. 

Menghadiri rapat pengarah deputi kajian 

Penulis mendapatkan kesempatan untuk menghadiri rapat pengarah yang 

dipimpin oleh Deputi Kajian dan Advokasi. Dalam rapat tersebut dibahas laporan 

pelaksanaan serta rencana kegiatan dari tiga direktorat di bawah Kedeputian Kajian dan 

Advokasi, yaitu Direktorat Ekonomi, Direktorat Advokasi Persaingan, serta Direktorat 

Kebijakan Persaingan. 

Menghadiri FGD  

Setelah membantu mengumpulkan data-data terkait gandum maupun BBM non-

subsidi, penulis berkesempatan untuk menghadiri beberapa Focus Group Discussion 

(FGD) yang membahas isu-isu permasalahan impor gandum pangan dan gandum 

pakan, yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian 

Pertanian. Selain itu penulis juga mengikuti rapat diskusi dengan pelaku usaha Bahan 

Bakar Minyak (BBM) yang membahas kajian terkait BBM non-subsidi dengan pihak 

Vivo energy dan dilanjut dengan rapat serupa bersama pihak BP AKR yang 

dilaksanakan di Gedung KPPU.  

Menghadiri sidang KPPU 

Selama menjalani Praktik Kerja Lapangan di KPPU, penulis diberi kesempatan 

untuk menghadiri dan meliput jalannya sidang KPPU sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. Selama magang, penulis mengikuti beberapa sidang diantaranya adalah 

sidang kasus dugaan persekongkolan tender dalam pengadaan proyek di Badan Riset 

dan Inovasi Nasional (BRIN), sidang pemeriksaan ahli terkait dugaan pelanggaran 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai penerapan Google Play Billing 

System, serta sidang pemeriksaan saksi investigator dalam kasus dugaan pelanggaran 

pasal 23 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 terkait persekongkolan untuk 
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mendapatkan rahasia perusahaan PT Chiyoda Kogyo Indonesia. Setiap sidang yang 

penulis hadiri dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda. 

Gambar 4. Sidang di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

 

Menganalisis Data  

Mendapat arahan dari Direktur Direktorat Ekonomi, Tugas ini dilakukan secara 

berkelompok dibuat dalam bentuk paper, dimulai dengan pencarian data terkait harga 

komoditas gula pasir produksi dalam negeri, jumlah impor gula dengan HS code 

170114, mencari data tambahan berfokus pada kebijakan dan peraturan terkait gula 

impor, kebutuhan konsumsi gula untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan 

gula industri di Indonesia, membuat peta lokasi pabrik-pabrik gula di seluruh Indonesia 

menggunakan Google My Maps sebagai alat pemetaan online, serta visualisasi 

perbandingan antara impor dan produksi gula di Indonesia.  

Penulis juga mendapat arahan untuk menyusun resume singkat mengenai tiga 

perkara persaingan usaha yang ada di KPPU yang melibatkan asosiasi pengusaha. 

Penugasan ini diawali dengan pencarian informasi terkait perkara-perkara tersebut, 

mencakup detail seperti jenis perkara, waktu kejadian, pihak terlapor, dan pihak 

pelapor, dugaan pelanggaran, Undang-Undang yang dilanggar, status proses hukum, 

dan hasil putusan dan sanksi yang dijatuhkan. Resume ini disusun untuk dijadikan 

bagian dari bahan paparan Komisioner KPPU dalam Focus Group Discussion (FGD) 

4.2   Hasil Yang Diperoleh 

Dari berbagai tugas maupun kegiatan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi 

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penulis memperoleh banyak hasil yang bermanfaat. 

Penugasan yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data harga komoditas, 

pengumpulan data PMA dan PMDN, serta informasi pelaku usaha BBM non-subsidi di 

Indonesia.  Selain itu, penulisan paper analisis yang dipresentasikan dalam bentuk visualisasi 

peta dan grafik. Kesempatan menghadiri sidang-sidang yang ada di KPPU, serta terlibat dalam 

Focus Group Discussion (FGD) bersama pihak eksternal dan internal.  

Melalui menghadiri sidang, mengikuti diskusi, serta menghadiri FDG, penulis belajar 

bagaimana KPPU memainkan peran dalam menciptakan pasar yang adil dan transparan. Secara 

keseluruhan, pengalaman yang diterima meningkatkan dan memperkaya pengalaman, 

pengetahuan, dan wawasan tentang mekanisme pengawasan persaingan usaha, analisis 

ekonomi, serta penerapan hukum persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Dari sisi 

profesionalitas, pengalaman magang melatih penulis untuk bekerja secara disiplin, mengikuti 

arahan pimpinan, dan berkontribusi dalam tim. Penulis belajar pentingnya ketelitian dalam 

pengumpulan data, ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas, serta cara berkomunikasi secara 

profesional dengan rekan kerja. Hasil dari tugas-tugas yang diberikan menjadi fondasi yang 

kuat untuk pengembangan kompetensi penulis di masa depan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1   Kesimpulan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 

memberikan pengalaman berharga bagi penulis dalam memahami peran KPPU sebagai 

lembaga independen yang bertugas menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Selama 

magang, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari pengumpulan dan analisis data 

ekonomi, penulisan paper analisis terkait kebijakan persaingan usaha, hingga menghadiri 

sidang dan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

Kegiatan-kegiatan tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang proses pengawasan, 

investigasi, dan advokasi dalam mendukung terciptanya pasar yang adil dan transparan. 

Selain itu, penulis belajar tentang pentingnya kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, 

dan pemerintah dalam menyelesaikan isu persaingan usaha. Secara keseluruhan, PKL ini 

memberikan bekal yang sangat bermanfaat, baik untuk pengembangan karier maupun untuk 

mendukung studi akademik penulis di bidang Ekonomi Pembangunan. 

5.2   Saran-Saran 

           Berdasarkan pengalaman selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU), penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjadi masukan 

untuk KPPU guna meningkatkan program magang di masa mendatang: 

1. Memberikan pembekalan atau orientasi awal yang lebih mendalam kepada mahasiswa 

magang terkait tugas, sistem kerja, dan peran KPPU. Hal ini akan membantu mahasiswa 

memahami tanggung jawab mereka sejak awal serta mempercepat adaptasi dalam 

lingkungan kerja. 

2. Mahasiswa magang dapat diberikan peluang lebih besar untuk terlibat dalam diskusi 

internal, Keterlibatan ini dapat memberikan pengalaman yang lebih beragam sekaligus 

memperkaya perspektif mahasiswa mengenai peran KPPU dalam menjaga persaingan 

usaha. 

3. Sistem pemberian tugas kurang terstruktur, mungkin akan lebih baik jika tugas tugas yang 

hendak diberikan disusun terlebih dahulu melalui jadwal harian atau mingguan. Dengan 

begitu, mahasiswa dapat lebih mudah memahami tanggung jawab dan mengelola kerja 

secara optimal. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang oleh Pejabat Kampus  
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Lampiran 2. Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 3. Logbook Harian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

No Dokumentasi Keterangan Kegiatan 
1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulis melakukan kegiatan pekerjaan kantor 

salah satunya adalah mencari data harga 

komoditas Jagung,  

Tepung terigu, Gandum (impor dan produksi 

dalam negeri), Minyak Goreng, Telur ayam, 

Daging ayam, Beras, Gula pangan dan gula 

pakan (impor dan produksi dalam negeri). 

Dalam data harian, bulanan, tahunan, dan dari 

periode tahun tertentu. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyusun data dalam format tabel yang 

mencakup informasi harga, wilayah, dan 

periode waktu yang relevan di spreadsheet. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengikuti rapat diskusi terkait kajian BBM 

non subsidi dalam rangka diskusi dan 

permintaan data dengan pihak Exxon Mobil 

(PT Sentra Trada Indostation)  

Pukul 10.00 – 11.15 WIB. 

Tempat: di Ruang Rapat, Lantai 4 Gedung 

KPPU RI. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

Menghadiri rapat diskusi dengan pelaku usaha 

BBM. Terkait kajian BBM non subsidi dalam 

rangka diskusi dan permintaan data dengan 

pihak vivo energy.  

Tempat: Ruang Nabiel Makarim, Lantai 2 

Gedung KPPU. 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

Mengikuti pemaparan dan pelatihan 

Webscraping, tujuan untuk membantu untuk 

mempermudah dan mempercepat mencari 

data – data. 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghadiri beberapa sidang yang sedang 

berlangsung di KPPU. 

Tempat: Ruang Sidang, Lantai 1 Gedung 

KPPU. 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghadiri dan menyimak pelaksanaan FGD 

lanjutan isu permasalahan impor Gandum 

Pangan dan Gandum Pakan dihadiri oleh 

perwakilan dari Kementerian perdagangan 

dan Kementerian pertanian.  

Tempat: Ruang Pande Radja Silalahi, Lantai 2 

Gedung KPPU. 
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8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghadiri rapat pengarah Deputi Kajian 

Advokasi, dan membahas laporan 

pelaksanaan dan rencana kegiatan Direktorat 

Ekonomi, Direktorat advokasi persaingan dan 

Kemitraan, dan Direktorat Kebijakan 

Persaingan. 

Pukul: 09.00 – 11.00 

9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemaparan & presentasi hasil laporan akhir 

selama magang di KPPU.  

Pukul 10.40 sd selesai. 

Tempat: Ruang Eksternalitas Lantai 4, 

Gedung KPPU. 
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Lampiran 5. Surat Keterangan Magang dari Lembaga/Instansi 
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Lampiran 6. Sertifikat dari Lembaga/Instansi 
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Lampiran 7. Form Penilaian dari Lembaga/Instansi 
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Lampiran 8. Form Saran dan Kritik Mahasiswa Ybs oleh Pihak Lembaga/Instansi 
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Lampiran 9. Form Penilaian Prestasi Magang oleh Dosen Pembimbing Magang 

 


